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PERATURAN DAERAH KABUFATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA KERJA

ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

T a

: 1.

* BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat supaya
berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu adanya pengaturan tugas
Pemerintahan Desa secara jelas ;

bahwa sebagai pelaksanaan pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 12
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka
perlu disusun Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Organisasi
Pemerintahan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pedoman Penvusunan dan Tata Kerja Organisasi Pemerintahan
Desa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 1821) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004,
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389} ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambzahan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587) ;

Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan Dan Rengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593 ) ;

Peraturan L aerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahkun 2000,
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
{ Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor
1hr:
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Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI M USI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUAIN
TEN3TANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA KERJA
DRGANISASI PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daereh ini yang dimaksud dengan :

1.

2
<

Daerah adalah Kabupaten Nusi Banyuasin ;

Pemcrintahan Daerah adalah Penyclenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesaturan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Pemecrintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah

Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin ;

Dewan Perwakiian Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga  Perwakilan  Rakyat  Daecrali  scbagai  unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat sytempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
ya.g diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia ;

Pemerintahan Desa adalal: penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negar~ KesatuwanRepublik Indonesia ;

Dana Ptrimbangan adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antars Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah

Alkasi Dana Desu adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintih
Xatupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana
senmbangan  keuangan pusat  dan  daerah yang diterima olch
xzzupeaien'Kota ; :

-zzoran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes

B

z- rancana kcuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan

iw

27 bersama oleh pemernintah desa dan BPD, yang ditetapkan
£=Z=7 ozraturan desa

11. Peraturan .............
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Peraturann Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh

BPD bersama Kepala Desa ;
Pembinaan adalah pembcrian pedoman, standar pelaksanaan.

perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring. pengawasan umum dan
evaluasi pelaksanaan penyclenggaraan pemerintahan desa .

BAB 1
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

n

@

(3)

4)

(D

Pasal 3

Susunan Organisasi Pemerinth Desa terdiri atas :

a. Kepala Desa ;

b.  Perangkat Desa.

Perangkat Desa scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini
terdiri dari : '

a. * Sekretaris Desa ;

b. Kaur Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban ;

c. Kaur Pembangunan, Perckonomian, ketentraman dan
kesejahteraan masyarakat ;

d. Kaur Umuin, Tata Usabha dan Kaur Keuangan;

e.  Kepala Dusun.

Sekretaris Nesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a pasal ini
terdiri dari :

a. Sekretaris Desa sebagai pimpinan Sekretariat Desa ;

b.  Pembantu Sckretaris Desa adalah Tata Usaha ;

c. B.endaharawan Desa diangkat dari salah satu perangkat desa.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagotmana
dimaksud ayat (1) ditctapkan dengan Peratutran Desa.

BAB I

TUGAS DAN KEWAJIBAN SERTA FUNGSI
PEMERINTAH DESA

Pasal 4

Tugas dan kewajibun Kepala Pesa adalah ¢

a. Memimpin penyeicnggaraan Pemerintah Desa ;

b Membina kehidupan masyarakat Desa ;

c. Membina perekoromian Desa :

d. Memelihara kenteraman dan ketertiban masyarakat desa :

e Mendamaikan persclisihan masyarakat di Desa bersama lembaga
adat desa ;

f. Mewakili ...........
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f. Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat

menurijuk kuasa.hukumnya ;
g.  Mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa

untuk dibahas bersama BPD day menetapkan sebagai Peraturan

Desa ; : -
h.  Menjaga keiestarian adat istiadal yang hidup dan berkembang di
Desa yang bersangkutan.
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa seagaimana yang dimaksud dalam
ayat (1) huruf a pasal ini termasuk juga pelaksanaan pendapatan
penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkan kepada
pemerintzh melalui Bupati |

Dalam hal mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf e pasal ini Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat

Desa;

Segala perselisihan yang didamaikan oleh Kepala Desa bersifat

mengikat pihak-pihak yang berselisih :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

pasal ini Pemerintah Dese mempunyai fungsi:

a. Pclaksanaan pembinaan masyuarakat Desa ;

b. Pclaksanaan pembinaan perckor.orman Desa ;

Pcineliharann ketcrangan dan ketertiban masyarakat Desa,

d.* Pclaksanaan musyawarah penyelesaian perselisthan masyvarakat
Desa ;

e.  Penyusunan dan pengojuan Rancangan Peraturan Desa mengenai
APB Desa dan menctapkuannya scbagai Peraturan Desa bersama
BPD;

f.  Melaksanakan kehidupan Demokrasi ;

g. Melaksanakan rrinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan
bebas KKN ;

h.  Menjalin  hubungan  kerjasama  dengan  sceluruh mitra kerja
Perterintah Desa, mcenaati dan menegakkan seluruh  peraturan
perundang-undangan.

i.  Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;

j.- Mclaksanakan  dan  mempertanggungjawabkan  pengelolaan

keuangan desa ;
k. Melaksanakan urusan yang menjadi kewcenangan desa
l.  Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
m. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
n. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya
dan adat istiadat ;
0. Memberdayakan masyarakat dan kelernbagaan di desa
p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup.
Sclain kewajiban schagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa
mempunyat kewajiban untuk membcerikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada Bupati memberikan laporan keterangan
pertanggungjawabarn kepada BPD. serta menginformasikan laporan
penyvlenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
(7) Laporan ............
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(7) Laporar penyelenggaraan pcmerintahan desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat | (satu) kali
dalam 1 tahun.

Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan | {satu) kali dalam satu tahun
dalam musyawarah BPD.

@

(9)  Menginformasikan laporan penyclenggaraan pemerintahan desa kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa selebaran yang
ditempelkan pada papan pcngumuman atau diinformasikan secara lisan
dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media
lainnya.

(10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati
sebagai dasar melakukan cvaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

(11) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupali
melalui Camat dan Kctua BPD.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Peraturan Dacrah ini, Kepala Desa wajib bersikap dan
bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat ;

(2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan
mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD
dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa melalui teguran dan

atau peringatan.
Pasal 6

Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

a. Melaksanakan uruse sarat-menyurat, Kearsipan dan laporan :
b. Memimpin, mennkoordinasikan dan mengendaiikan serta mengawasi
v . .

semua unsur/kegiatan Sekretaris Desa ;

C. Mengadaukan kegiatan inventarisasi (mnencatat, mengawasi. memelihara
Kekayaan Desa) ;

d. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan
dan administrasi keinasyarakatan ;

e. Mecrumuskan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan

. . . -

dan administrasi kemas,arakatan ;

f. Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa :

2.  Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dn mencatat hasil-hasil
rapat ;

% Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Aparat Desa ;
Memberiian saran dan pandapat kepada Kepala Desa ;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan gleh Kepala Desa.

Pasal 7

(1) Sekretavis Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala

Desa.
(2) Dalam .............



(2)

(1

2

48

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini Sekrctaris Desa mempunyai fungsi :

Melaksanakan urusan kcuangan ;
Meclaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa
berhalangan meiaksanakan tugas :

c. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

Kepala Dusun scbagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam
wilayah kerjanya dibantu oien Ketua RW/RT.

Untuk menjalankan tugas sebapaimana dimaksud dalarm ayat (2) pasal

ini Kepala Dusun mempunyai fungsi dan tugas :

a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan dan  pembangunan  serta
pembinaan ketentiaman dan ketertiban di wilayah kerjanya ¢

b. Melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya ;

Melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

o

i Pasal 9

Susunan Organisasi Pemerintah Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Peraturan Dacrah ini ditetapkan oleh Kepala Desa tanpa mendapat persetujuan

BPD.

Pasal 10

L]
Susunan Organisasi Pemcrintah Desa sebagrimana dimaksud dalam Pasal 8
Peraturan Daerah ini dilap~rkan Kcpala Desa kepada Camat dengan tembusan

Bupati.

(1

@)

3)

“4)

(5)

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemeriniah Desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Dalam melaksanakar tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung

jawab k~pada rakyat melalui BPDD dan menyampaikan laporan mengenai

pelaksanaan tugasnya kcepada Bupati Cengan tembusan Camat,

Keterangan Perts1ggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugds Kepala
Desa sebagaim:iaa dimaksad Jalam ayat (1) pasal ini disampaikan
sekurang-Xurangnya sckali dalam satu tzhun pada sctiap tahun anggaran.
Keterangan Pertanggungjawabhan Kepala Desa yang ditolak olch BPD
termasuk keterangan pertanggungjawaban kcuangan, harus dilengkapi
atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling loma 30 (tiga puluh
hari) hari disampeaikan kembali kepada BPD.
Dalam hal keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah
dilengkapi atau disem . urnakan ditolak untuk yang kedua kalinya. maka
alasan penolakannya harus dilengkapi dengan hasil penilaian  dari
instansi yang berkompeten.

(6) Dalam .................
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(6) Dalam "hal hasil penilatan instanst yang berkompeten  schagaimana
dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, menyimpulkan bahwa Kepala Desa
sungguh-sungguh telah melakukan kesalahan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan, maka BPD dapat mengusulken pemberhentian

Kepala Desa tersebut kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Sekretaris Desa dalam menjalankan tigas dan fungsinya bertanggung
Jjawab kepada Kepala Desa. -

(2) Kepala Desa -dalam  rnelaksanakan  tugas dan  fungsinva
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

Kepala Dusun dalam mrelaksanakan tugas dan fngsinya bertanggung jawab
kepada Kepala Desa.

Pusal 14

Ketua RW dan Ketua RT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
bertanggung jawab kepada Kepala Dusun.

BABY
HAL MEWAKILI
Pasal 1S5

(1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas untuk kurun
waktu kurang dari 15 (hima belas) hart maka Sckretanis Desa dapat
mewakili tugas dan fungsi Kepala Desa, sedangkan apabila berhalangan
lebih dari 15 {lima belas) hari maka BPD dapat mengajukan Sckretaris
Desa Kepada Bupati.

(2) Dalam hal Sekretaris esa berhalangan menjalankan tugas, maka atas

perintah Kepala Desa, salah scorang Perangkat Desa dapat mewakili

tugas Sekretaris Desa dengan memperhatikan senioris dan pengalaman
tugas.

Pasal 16

Dalam hal Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
Peratufan Daerah ini dalam mcacntukan kebijakan yang bersifat prinsipil,
terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan pimpinan BPD,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

(1) Pada saat verlakuna Peraturan Deerah ini, maka Peraturan Dacrah
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan
Org:nisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa tidak berlaku lagi ;

(N Dalalcanaan
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(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih
lanjut dengau peryuran Bupati.

Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkandi  Sekayu |
pada tanggal 29 JAN a4 2007

BANYUASIN,

Diundangkan di  Sekayu

pada tanggal J. JANUAR_ | 2007
SEii RAERAH
KABU ’ Y ANYUASIN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 4



